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Abstract. The development of digital media has transformed virtual public spaces into major arenas for shaping 

public opinion on religious issues, including Islamic law and sharia in Indonesia. Discussions surrounding sharia 

on social media are frequently accompanied by stigma and misperceptions influenced by media framing, digital 

algorithms, and identity polarization. This study aims to analyze the construction of stigma toward Islamic law in 

the digital era, identify forms of sharia misperception in the Indonesian public sphere, and explain factors 

contributing to the reproduction of such stigma. This research employs a qualitative approach based on an 

integrative literature review combined with digital media discourse analysis. Data were collected through 

scientific literature reviews, social media observations, and analysis of digital content related to sharia discourse. 

The findings reveal that sharia is often associated with violence, anti-democracy, restrictions on women’s rights, 

and opposition to modernity due to media simplification and emotionally driven digital content. In addition, low 

levels of religious digital literacy and the prevalence of echo chambers reinforce the spread of stigma toward 

Islamic law in virtual public spaces. This study emphasizes the importance of strengthening religious digital 

literacy and promoting moderate and inclusive Islamic narratives in contemporary digital society. 
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Abstrak. Perkembangan media digital telah mengubah ruang publik virtual menjadi arena utama dalam 

pembentukan opini masyarakat terhadap isu keagamaan, termasuk hukum Islam dan syariah di Indonesia. Diskusi 

mengenai syariah di media sosial sering kali disertai stigma dan mispersepsi yang dipengaruhi oleh framing media, 

algoritma digital, dan polarisasi identitas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi stigma terhadap 

hukum Islam di era digital, mengidentifikasi bentuk-bentuk mispersepsi syariah dalam ruang publik Indonesia, 

serta menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi reproduksi stigma tersebut. Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kualitatif berbasis kajian literatur integratif yang dipadukan dengan analisis wacana media digital. 

Data diperoleh melalui kajian literatur ilmiah, observasi media sosial, dan analisis konten digital terkait diskursus 

syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa syariah sering dikaitkan dengan kekerasan, anti-demokrasi, 

pembatasan hak perempuan, dan penolakan terhadap modernitas akibat simplifikasi media dan dominasi konten 

digital yang bersifat emosional. Selain itu, rendahnya literasi digital keagamaan dan budaya echo chamber 

memperkuat penyebaran stigma terhadap hukum Islam di ruang publik virtual. Penelitian ini menegaskan 

pentingnya penguatan literasi digital keagamaan dan pengembangan narasi Islam yang moderat serta inklusif di 

era masyarakat digital kontemporer.  

Kata Kunci: hukum Islam; syariah; media digital; stigma sosial; ruang publik digital. 

 

1. LATAR BELAKANG 

Transformasi digital dalam dua dekade terakhir telah mengubah pola interaksi sosial, 

produksi pengetahuan, dan pembentukan opini publik secara global, termasuk dalam diskursus 

keagamaan di Indonesia. Media digital tidak lagi sekadar berfungsi sebagai medium 

komunikasi, melainkan telah berkembang menjadi ruang publik baru yang memengaruhi 

konstruksi realitas sosial, identitas kolektif, dan persepsi masyarakat terhadap isu-isu 
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keagamaan. Dalam konteks Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di 

dunia, diskursus mengenai hukum Islam dan syariah mengalami peningkatan intensitas yang 

signifikan di media sosial seperti X (Twitter), TikTok, Instagram, YouTube, dan Facebook. 

Fenomena ini ditandai oleh meningkatnya perdebatan publik terkait penerapan syariah, politik 

identitas berbasis agama, serta munculnya konten-konten viral yang sering kali 

merepresentasikan hukum Islam secara simplistis dan kontroversial. Dinamika tersebut 

memperlihatkan bahwa media digital memiliki kemampuan besar dalam membentuk framing 

sosial terhadap Islam dan syariah melalui mekanisme algoritma, viralitas, dan logika 

engagement digital (Kastolani, 2020). Dalam konteks yang lebih luas, perkembangan media 

digital juga berkontribusi terhadap meningkatnya fenomena Islamophobia digital yang 

memproduksi stigma terhadap simbol, praktik, dan institusi Islam melalui narasi negatif yang 

tersebar secara massif di ruang virtual (Sukabdi et al., 2023). Penelitian mengenai media sosial 

dan pembentukan opini publik menunjukkan bahwa algoritma platform digital cenderung 

memperkuat polarisasi sosial melalui mekanisme echo chamber dan selective exposure 

sehingga masyarakat lebih mudah terpapar pada informasi yang mengonfirmasi prasangka 

yang telah dimiliki sebelumnya (Budiawan et al., 2025). Pada saat yang sama, perkembangan 

budaya digital juga mendorong munculnya bentuk baru otoritas keagamaan berbasis media 

sosial yang turut memengaruhi cara masyarakat memahami syariah dan hukum Islam dalam 

kehidupan modern (Triantoro et al., 2023). 

Meskipun diskursus mengenai Islamophobia, media digital, dan polarisasi identitas 

telah banyak dibahas dalam berbagai penelitian kontemporer, kajian yang secara khusus 

menganalisis konstruksi stigma terhadap hukum Islam dalam ruang publik digital Indonesia 

masih relatif terbatas. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih berfokus pada ekstremisme, 

ujaran kebencian, atau konflik politik identitas tanpa secara mendalam mengkaji bagaimana 

syariah dipersepsikan, disederhanakan, dan direpresentasikan secara negatif dalam ekosistem 

media digital. Padahal, dalam praktiknya, istilah “syariah” sering kali direduksi hanya pada 

aspek hukum pidana, kekerasan, radikalisme, atau pembatasan hak-hak sipil sehingga 

melahirkan mispersepsi publik yang tidak sepenuhnya sesuai dengan kerangka normatif hukum 

Islam itu sendiri (Kurniawan & Afifi, 2024). Di Indonesia, stigma terhadap hukum Islam juga 

diperkuat oleh memori kolektif tentang terorisme, radikalisme agama, serta politisasi agama 

dalam kontestasi politik nasional yang kemudian direproduksi secara terus-menerus melalui 

media digital (Faruq et al., 2026). Kondisi ini menciptakan situasi di mana syariah tidak lagi 

dipahami sebagai sistem etika dan norma sosial yang kompleks, tetapi direpresentasikan 

sebagai simbol ancaman terhadap demokrasi, pluralisme, dan modernitas. Dalam perspektif 
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komunikasi digital, fenomena tersebut menunjukkan adanya ketimpangan antara substansi 

hukum Islam dan representasi media yang berkembang di ruang publik virtual. Oleh karena 

itu, kajian akademik yang berupaya mendekonstruksi stigma terhadap hukum Islam menjadi 

penting dilakukan untuk menjelaskan bagaimana media digital membentuk persepsi sosial 

terhadap syariah dan bagaimana mispersepsi tersebut memengaruhi hubungan antara agama, 

masyarakat, dan ruang publik di Indonesia. 

Secara teoritis, penelitian ini berangkat dari pendekatan konstruksi sosial media yang 

memandang bahwa realitas sosial tidak terbentuk secara objektif dan netral, melainkan 

dikonstruksi melalui proses representasi, framing, dan produksi makna dalam ruang 

komunikasi publik. Dalam konteks media digital, framing terhadap isu keagamaan memiliki 

pengaruh signifikan dalam membentuk persepsi, emosi, dan orientasi ideologis masyarakat 

terhadap kelompok atau simbol tertentu. Teori framing menjelaskan bahwa media tidak hanya 

menentukan isu apa yang dianggap penting, tetapi juga membentuk cara masyarakat 

memahami dan menilai suatu fenomena sosial melalui seleksi informasi, penonjolan aspek 

tertentu, dan penghilangan konteks lainnya. Dalam isu syariah, framing negatif yang terus 

diproduksi melalui media digital berpotensi menciptakan stereotipe dan stigma sosial terhadap 

hukum Islam sebagai sistem yang dianggap represif dan incompatible dengan nilai-nilai 

modernitas (Vidgen & Yasseri, 2018). Selain itu, penelitian ini juga menggunakan perspektif 

sosiologi hukum untuk memahami hubungan antara hukum Islam, dinamika sosial, dan 

perubahan budaya digital dalam masyarakat kontemporer. Dalam kerangka ini, hukum Islam 

dipahami bukan sekadar norma legal-formal, melainkan bagian dari konstruksi sosial dan 

identitas budaya yang mengalami reinterpretasi di ruang publik digital. Pendekatan tersebut 

diperkuat oleh konsep maqaaṣid al-syaii‘ah yang menempatkan hukum Islam sebagai 

instrumen perlindungan terhadap nilai-nilai fundamental manusia seperti keadilan, 

kemaslahatan, dan perlindungan hak sosial (Farag & Rashed, 2023). Dengan demikian, 

penelitian ini berupaya menghubungkan analisis media digital dengan perspektif hukum Islam 

untuk menjelaskan bagaimana stigma terhadap syariah terbentuk, direproduksi, dan 

dipertahankan dalam ruang publik Indonesia. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 

konstruksi stigma terhadap hukum Islam di era media digital melalui identifikasi bentuk-

bentuk mispersepsi syariah dalam ruang publik Indonesia. Penelitian ini juga berupaya 

menjelaskan faktor-faktor sosial, politik, dan media yang memengaruhi munculnya stigma 

terhadap hukum Islam serta menganalisis bagaimana algoritma media sosial, framing digital, 

dan polarisasi identitas memperkuat persepsi negatif terhadap syariah. Secara lebih spesifik, 
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penelitian ini mengajukan tiga pertanyaan utama, yaitu: bagaimana stigma terhadap hukum 

Islam terbentuk di era media digital; apa saja bentuk mispersepsi syariah yang berkembang 

dalam ruang publik Indonesia; dan faktor-faktor apa yang menyebabkan reproduksi stigma 

terhadap hukum Islam dalam ekosistem media digital. Pertanyaan tersebut menjadi penting 

untuk dikaji mengingat perkembangan teknologi komunikasi telah mengubah cara masyarakat 

memperoleh informasi keagamaan sekaligus memperluas ruang penyebaran disinformasi, 

stereotipe, dan ujaran kebencian berbasis agama (Saleh et al., 2026). Dalam konteks Indonesia 

yang plural dan demokratis, pemahaman yang tepat mengenai hukum Islam menjadi penting 

agar diskursus publik tidak terjebak dalam simplifikasi ideologis maupun generalisasi terhadap 

praktik kelompok tertentu. 

Artikel ini menawarkan kontribusi ilmiah dalam dua aspek utama. Pertama, penelitian 

ini memperluas kajian mengenai hubungan antara media digital, stigma sosial, dan hukum 

Islam dengan menempatkan syariah sebagai objek analisis dalam konteks ruang publik digital 

Indonesia. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih menitikberatkan pada isu 

radikalisme atau ujaran kebencian secara umum, artikel ini secara khusus menganalisis 

konstruksi mispersepsi terhadap hukum Islam melalui pendekatan sosiologi hukum dan analisis 

wacana media digital. Kedua, penelitian ini menghadirkan pendekatan dekonstruktif terhadap 

stigma syariah dengan menempatkan hukum Islam dalam perspektif maqaaṣid al-syarii‘ah dan 

konteks sosial modern sehingga mampu memberikan pembacaan yang lebih substantif dan 

kontekstual terhadap syariah di era digital. Kontribusi ini penting karena diskursus publik 

mengenai hukum Islam di media digital sering kali didominasi oleh narasi populis, polarisatif, 

dan simplistis yang mengabaikan dimensi etis, historis, dan sosial dari syariah itu sendiri. 

Dengan mengintegrasikan analisis media digital, teori konstruksi sosial, dan perspektif hukum 

Islam, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan literasi 

digital keagamaan, penguatan moderasi beragama, dan pengurangan stigma terhadap hukum 

Islam dalam masyarakat digital kontemporer. 

 

2. KAJIAN TEORITIS 

Kajian mengenai stigma terhadap hukum Islam di era media digital berakar pada 

beberapa pendekatan teoretis utama, yaitu teori konstruksi sosial, teori framing media, teori 

ruang publik digital, serta konsep maqaaṣid al-syarii‘ah dalam studi hukum Islam kontemporer. 

Teori konstruksi sosial yang dikembangkan Berger dan Luckmann menjelaskan bahwa realitas 

sosial terbentuk melalui proses eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi yang diproduksi 
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secara terus menerus melalui interaksi sosial dan media komunikasi. Dalam konteks media 

digital, teori ini relevan untuk menjelaskan bagaimana persepsi terhadap syariah dibentuk 

bukan semata berdasarkan substansi normatif hukum Islam, tetapi melalui representasi 

simbolik yang diproduksi media dan diterima publik sebagai realitas sosial. Di era algoritma 

digital, framing media memiliki peran signifikan dalam menentukan bagaimana isu keagamaan 

dipahami dan dinilai masyarakat melalui seleksi narasi, visualisasi simbol, dan penyederhanaan 

isu yang bersifat kompleks (Saragih et al., 2025). Dalam kajian komunikasi digital, media 

sosial dipandang sebagai ruang publik baru yang memungkinkan terjadinya produksi makna 

secara masif, cepat, dan partisipatif, tetapi pada saat yang sama juga membuka peluang 

munculnya disinformasi, stereotipe, dan polarisasi sosial berbasis identitas agama (Han & 

Ouyang, 2024). Sementara itu, dalam perspektif hukum Islam, konsep maqaaṣid al-syarii‘ah 

menempatkan syariah sebagai sistem etika sosial yang bertujuan melindungi kemaslahatan 

manusia melalui prinsip keadilan, perlindungan hak, dan keseimbangan sosial (Nst, 2025). 

Pendekatan ini penting karena stigma terhadap syariah dalam ruang publik digital sering kali 

muncul akibat reduksi makna hukum Islam hanya pada aspek legal-formal atau simbol 

hukuman semata. Oleh sebab itu, integrasi antara teori konstruksi sosial media dan pendekatan 

maqāṣid al-syarī‘ah menjadi landasan konseptual yang relevan untuk menganalisis proses 

pembentukan stigma terhadap hukum Islam di era digital. 

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa media digital memiliki pengaruh 

besar dalam membentuk persepsi publik terhadap Islam dan syariah melalui mekanisme 

framing, viralitas, dan produksi narasi ideologis. Penelitian mengenai Islamophobia digital 

menemukan bahwa media sosial berperan dalam memperkuat stereotipe negatif terhadap Islam 

melalui penyebaran konten emosional, ujaran kebencian, dan generalisasi terhadap praktik 

kelompok tertentu (Khamis, 2021). Studi lain menunjukkan bahwa algoritma media sosial 

cenderung memperkuat polarisasi identitas karena pengguna lebih sering terekspos pada 

informasi yang sejalan dengan keyakinan dan preferensi ideologis mereka (Cinelli et al., 2021). 

Dalam konteks Indonesia, penelitian tentang framing media terhadap isu syariah 

memperlihatkan bahwa pemberitaan media online sering kali menampilkan hukum Islam 

dalam bingkai konflik, radikalisme, dan ancaman terhadap pluralisme sehingga membentuk 

persepsi publik yang negatif terhadap syariah (Fahad & Roselani, 2025). Penelitian lain 

mengenai politik identitas di ruang digital menunjukkan bahwa isu agama kerap digunakan 

sebagai instrumen mobilisasi politik melalui produksi narasi populis dan polarisatif di media 

sosial (Rohid et al., 2025). Selain itu, studi tentang literasi digital keagamaan mengungkapkan 

bahwa rendahnya kemampuan masyarakat dalam memverifikasi informasi keagamaan 
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menyebabkan meningkatnya penyebaran hoaks dan misinformasi terkait hukum Islam di 

platform digital (Putra & Ayyaisy, 2025). Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa media 

digital tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, tetapi juga sebagai arena produksi 

stigma sosial terhadap Islam dan syariah. 

Meskipun berbagai penelitian telah membahas relasi antara media digital, agama, dan 

polarisasi sosial, masih terdapat sejumlah celah penelitian yang belum banyak dieksplorasi 

secara mendalam. Sebagian besar studi sebelumnya cenderung berfokus pada isu ekstremisme, 

radikalisme, atau ujaran kebencian terhadap Islam secara umum, sementara kajian yang secara 

spesifik menganalisis konstruksi stigma terhadap hukum Islam dalam ruang publik digital 

Indonesia masih relatif terbatas. Selain itu, penelitian terdahulu lebih banyak menggunakan 

pendekatan komunikasi politik atau studi media tanpa mengintegrasikan perspektif sosiologi 

hukum dan konsep maqaaṣid al-syarii‘ah sebagai kerangka analisis. Akibatnya, syariah sering 

kali dibahas hanya sebagai objek kontroversi politik atau simbol ideologis tanpa 

mempertimbangkan dimensi normatif, historis, dan sosial dari hukum Islam itu sendiri (TC, 

2025). Di sisi lain, banyak penelitian belum mengkaji bagaimana algoritma media sosial, 

budaya viralitas, dan mekanisme echo chamber berkontribusi terhadap reproduksi stigma 

syariah secara berulang dalam ruang digital. Padahal, fenomena tersebut memiliki implikasi 

penting terhadap pembentukan opini publik, relasi antaragama, dan praktik demokrasi digital 

di Indonesia (Rusmiati et al., 2025). Keterbatasan lainnya terlihat pada minimnya pendekatan 

dekonstruktif yang berupaya membedakan antara substansi hukum Islam dengan representasi 

media yang berkembang dalam diskursus digital. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih 

integratif untuk menjelaskan bagaimana stigma terhadap syariah diproduksi, disebarluaskan, 

dan diterima dalam ruang publik digital Indonesia. 

Artikel ini menempatkan diri untuk menjawab celah penelitian tersebut dengan 

mengintegrasikan perspektif sosiologi hukum, analisis wacana media digital, dan pendekatan 

maqaaṣid al-syarii‘ah dalam membaca fenomena stigma terhadap hukum Islam. Berbeda 

dengan penelitian sebelumnya yang lebih banyak melihat isu syariah dari sudut pandang politik 

identitas atau ekstremisme agama, artikel ini berfokus pada proses konstruksi sosial terhadap 

hukum Islam di media digital dan bagaimana mispersepsi tersebut terbentuk melalui framing 

media, algoritma digital, dan budaya komunikasi online. Kontribusi utama artikel ini terletak 

pada upaya dekonstruksi terhadap representasi simplistis syariah yang berkembang di ruang 

publik digital dengan menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki dimensi etika, sosial, dan 

kemaslahatan yang lebih luas dibandingkan stereotipe yang selama ini diproduksi media. 

Pendekatan ini sejalan dengan perkembangan studi Islam kontemporer yang menekankan 
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pentingnya reinterpretasi hukum Islam dalam konteks masyarakat modern dan ruang digital 

(Suryantoro, 2025). Selain itu, artikel ini juga memperluas kajian tentang media digital dengan 

menempatkan algoritma platform dan budaya viralitas sebagai faktor penting dalam reproduksi 

stigma sosial terhadap kelompok atau simbol keagamaan. Dengan demikian, penelitian ini 

tidak hanya memberikan kontribusi teoretis terhadap studi media dan hukum Islam, tetapi juga 

menawarkan perspektif baru mengenai hubungan antara agama, teknologi digital, dan 

pembentukan opini publik di Indonesia. 

Dalam perkembangan studi kontemporer, tren pendekatan teoretis dan metodologis 

terhadap isu agama di media digital menunjukkan kecenderungan interdisipliner yang 

menggabungkan studi komunikasi, sosiologi, hukum, dan kajian budaya digital. Banyak 

penelitian terbaru menggunakan pendekatan analisis wacana kritis untuk membongkar relasi 

kuasa, ideologi, dan representasi simbolik dalam pemberitaan media maupun konten media 

sosial terkait Islam (Nawaz et al., 2024). Pendekatan ini dianggap relevan karena mampu 

menjelaskan bagaimana bahasa, simbol visual, dan narasi media digunakan untuk membentuk 

stereotipe sosial terhadap kelompok tertentu. Selain itu, penelitian mengenai media sosial dan 

agama juga semakin banyak menggunakan metode digital ethnography dan content analysis 

untuk memahami dinamika interaksi pengguna, penyebaran informasi, dan produksi identitas 

keagamaan di platform digital (Maemonah et al., 2023). Dalam studi hukum Islam, pendekatan 

maqaaṣid al-syarii‘ah juga mengalami perkembangan signifikan sebagai kerangka analisis 

yang lebih kontekstual dan adaptif terhadap perubahan sosial modern (Hassanein, 2025). 

Sementara itu, tren penelitian mengenai polarisasi digital memperlihatkan bahwa penggunaan 

algoritma media sosial telah menciptakan segmentasi informasi yang memperkuat konflik 

identitas dan mempersempit ruang dialog public (Dou, 2026). Dengan memperhatikan 

perkembangan pendekatan tersebut, penelitian ini menggunakan kombinasi analisis wacana 

media digital dan perspektif sosiologi hukum untuk menghasilkan pembacaan yang lebih 

komprehensif terhadap fenomena stigma hukum Islam di era media digital. 

Secara konseptual, penelitian ini berpijak pada asumsi bahwa stigma terhadap hukum 

Islam merupakan hasil konstruksi sosial yang diproduksi melalui interaksi antara media digital, 

dinamika politik identitas, dan rendahnya literasi digital keagamaan masyarakat. Media digital 

tidak hanya menjadi saluran distribusi informasi, tetapi juga berfungsi sebagai arena produksi 

makna yang memungkinkan terbentuknya persepsi kolektif terhadap syariah melalui framing, 

algoritma, dan viralitas konten. Dalam konteks ini, stigma terhadap hukum Islam dipahami 

sebagai bentuk representasi sosial yang lahir dari penyederhanaan makna syariah menjadi 

simbol kekerasan, anti-demokrasi, dan ancaman terhadap modernitas. Perspektif maqaaṣid al-
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syarii‘ah digunakan untuk menunjukkan bahwa hukum Islam secara substantif memiliki 

orientasi terhadap perlindungan hak-hak dasar manusia dan kemaslahatan sosial sehingga 

berbeda dari representasi simplistis yang berkembang di media digital (Tahir & Hamid, 2024). 

Dengan demikian, sintesis konseptual dalam penelitian ini menghubungkan teori konstruksi 

sosial media, framing digital, dan pendekatan sosiologi hukum sebagai dasar untuk 

menganalisis bagaimana mispersepsi syariah diproduksi dan bagaimana stigma terhadap 

hukum Islam dapat didekonstruksi dalam ruang publik digital Indonesia. 

 

3. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan strategi penelitian berbasis 

kajian literatur integratif (integrative literature review) yang dikombinasikan dengan analisis 

wacana media digital. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada eksplorasi 

konstruksi stigma terhadap hukum Islam dalam ruang publik digital melalui sintesis konseptual 

dan interpretasi kritis terhadap berbagai sumber akademik dan konten media digital. Kajian 

literatur integratif memungkinkan peneliti menggabungkan berbagai perspektif teoritis dan 

temuan empiris untuk memahami fenomena sosial secara komprehensif, terutama pada isu 

multidisipliner yang melibatkan media digital, hukum Islam, dan konstruksi sosial (Marzi et 

al., 2025). Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan sosiologi hukum untuk 

menganalisis hubungan antara representasi syariah di media digital dengan persepsi sosial 

masyarakat terhadap hukum Islam. Pendekatan ini relevan karena hukum tidak dipahami hanya 

sebagai norma formal, melainkan sebagai konstruksi sosial yang dipengaruhi oleh relasi kuasa, 

budaya digital, dan dinamika komunikasi public (Rahmadani et al., 2025). Dalam konteks 

penelitian ini, analisis wacana media digital digunakan untuk membongkar pola representasi, 

framing, dan reproduksi narasi terkait syariah yang berkembang di media sosial dan media 

daring Indonesia. 

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer 

diperoleh dari observasi terhadap konten media digital yang memuat diskursus tentang hukum 

Islam dan syariah, termasuk unggahan media sosial, komentar publik, video viral, artikel media 

online, dan bentuk komunikasi digital lain yang relevan dengan tema penelitian. Platform 

digital yang menjadi fokus observasi meliputi X (Twitter), TikTok, Instagram, YouTube, dan 

portal berita online nasional karena platform-platform tersebut memiliki tingkat interaksi 

publik yang tinggi dalam pembentukan opini sosial dan politik keagamaan. Sementara itu, data 

sekunder berasal dari literatur ilmiah berupa artikel jurnal nasional dan internasional 
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bereputasi, buku akademik, laporan penelitian, serta dokumen ilmiah yang membahas media 

digital, stigma sosial, hukum Islam, Islamophobia digital, framing media, dan maqaaṣid al-

syarii‘ah. Literatur yang digunakan diprioritaskan berasal dari jurnal open-access terbitan lima 

tahun terakhir agar sesuai dengan perkembangan mutakhir kajian media digital dan hukum 

Islam kontemporer (Saputra & Irfanda, 2025). Penggunaan sumber primer dan sekunder secara 

bersamaan bertujuan untuk menghasilkan analisis yang tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga 

kontekstual terhadap dinamika ruang publik digital Indonesia. 

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, observasi media 

digital, dan penelusuran literatur ilmiah secara sistematis. Pada tahap penelusuran literatur, 

penelitian ini menggunakan protokol pencarian berbasis kata kunci (keyword searching) yang 

disesuaikan dengan fokus penelitian, seperti “Islamic law and digital media”, “Islamophobia 

digital”, “framing of sharia”, “media polarization and Islam”, “digital public sphere”, 

“religious stigma”, dan “maqaaṣid al-syarii‘ah”. Penelusuran dilakukan melalui basis data 

akademik open-access seperti Google Scholar, DOAJ, Crossref, Dimensions, dan Garuda 

untuk menjamin aksesibilitas serta validitas ilmiah sumber yang digunakan. Proses identifikasi 

literatur dilakukan melalui tahapan pencarian, seleksi awal, evaluasi relevansi, dan klasifikasi 

tematik sesuai dengan prosedur kajian literatur sistematis dalam penelitian sosial-humaniora 

(Natukunda & Muchene, 2023). Untuk data media digital, observasi dilakukan terhadap narasi, 

simbol, hashtag, judul berita, serta pola komentar publik yang berkaitan dengan syariah dan 

hukum Islam di ruang digital Indonesia. Teknik dokumentasi digunakan untuk mengarsipkan 

konten-konten digital yang relevan agar dapat dianalisis secara tekstual dan kontekstual. Dalam 

proses pengumpulan data, penelitian ini menggunakan instrumen kategorisasi tematik yang 

disusun berdasarkan fokus penelitian, meliputi stigma terhadap syariah, framing media, 

representasi kekerasan, demokrasi, perempuan, modernitas, dan polarisasi identitas digital. 

Kriteria inklusi dan eksklusi digunakan untuk menjaga relevansi serta kualitas data dan 

literatur yang dianalisis. Kriteria inklusi dalam penelitian ini meliputi: artikel ilmiah open-

access yang diterbitkan dalam lima tahun terakhir; penelitian yang membahas media digital, 

hukum Islam, stigma sosial, Islamophobia, framing media, atau ruang publik digital; literatur 

yang memiliki relevansi langsung dengan konteks sosial-politik Indonesia atau kajian global 

yang memiliki keterkaitan konseptual dengan tema penelitian; serta konten media digital yang 

memiliki intensitas interaksi tinggi atau viralitas signifikan terkait isu syariah. Sementara itu, 

kriteria eksklusi meliputi:  artikel non-ilmiah yang tidak memiliki validitas akademik;  sumber 

dengan data yang tidak dapat diverifikasi;  literatur yang tidak relevan dengan fokus stigma 

terhadap hukum Islam; dan  konten media digital yang bersifat duplikatif, manipulatif, atau 
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tidak memiliki konteks yang jelas. Penerapan kriteria tersebut bertujuan untuk meningkatkan 

kredibilitas data dan meminimalkan bias interpretasi dalam proses analisis. Dalam konteks 

penelitian berbasis media digital, seleksi sumber menjadi penting karena tingginya volume 

informasi dan kemungkinan penyebaran disinformasi dalam ruang virtual. 

Unit analisis dalam penelitian ini adalah representasi dan narasi mengenai hukum Islam 

yang muncul dalam ruang publik digital Indonesia. Unit tersebut mencakup teks, visual, 

simbol, komentar publik, dan framing media yang merepresentasikan syariah dalam konteks 

tertentu, seperti isu kekerasan, demokrasi, hak perempuan, modernitas, dan politik identitas. 

Penelitian ini tidak berfokus pada individu tertentu sebagai subjek penelitian, melainkan pada 

pola diskursif yang berkembang dalam media digital. Oleh karena itu, analisis dilakukan 

terhadap konstruksi makna yang diproduksi melalui interaksi media dan respons publik 

terhadap isu syariah. Pendekatan ini sesuai dengan karakter penelitian kualitatif yang 

menempatkan teks dan wacana sebagai objek analisis sosial untuk memahami proses produksi 

makna dalam masyarakat digital (Krippendorff, 2018). Selain itu, penggunaan unit analisis 

berbasis wacana memungkinkan penelitian ini mengidentifikasi relasi antara bahasa media, 

simbol digital, dan pembentukan stigma sosial terhadap hukum Islam secara lebih mendalam. 

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis wacana kritis (critical 

discourse analysis) yang dipadukan dengan sintesis naratif dan analisis tematik. Analisis 

wacana kritis digunakan untuk mengidentifikasi bagaimana bahasa, simbol, dan framing media 

membentuk representasi tertentu terhadap syariah serta bagaimana relasi kuasa bekerja dalam 

produksi stigma terhadap hukum Islam di ruang digital (Alejandro & Zhao, 2024). Proses 

analisis dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu reduksi data, klasifikasi tema, interpretasi 

narasi, dan sintesis konseptual. Reduksi data dilakukan dengan memilih data yang relevan 

terhadap fokus penelitian, kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema-tema utama seperti 

kekerasan, anti-demokrasi, perempuan, modernitas, dan polarisasi digital. Setelah itu, 

dilakukan interpretasi terhadap pola framing media dan respons publik untuk melihat 

bagaimana stigma terhadap hukum Islam diproduksi dan direproduksi dalam ruang publik 

digital. Sintesis naratif digunakan untuk mengintegrasikan hasil analisis literatur dengan 

temuan observasi media digital sehingga menghasilkan pemahaman konseptual yang 

komprehensif mengenai konstruksi mispersepsi syariah di Indonesia.  
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4. HASIL DAN PEMBAHASAN  

Dinamika Publikasi dan Diskursus Hukum Islam di Media Digital 

Hasil sintesis literatur dan observasi media digital menunjukkan bahwa publikasi ilmiah 

mengenai hubungan antara hukum Islam, media digital, dan stigma sosial mengalami 

peningkatan signifikan dalam lima tahun terakhir. Sebagian besar penelitian yang direview 

berasal dari bidang komunikasi digital, studi media, sosiologi agama, dan hukum Islam 

kontemporer. Literatur yang dianalisis memperlihatkan bahwa isu syariah dalam media digital 

lebih sering muncul dalam konteks konflik identitas, ekstremisme agama, polarisasi politik, 

dan perdebatan mengenai demokrasi serta hak-hak sipil. Karakteristik publikasi menunjukkan 

dominasi pendekatan kualitatif berbasis analisis wacana media dan content analysis terhadap 

platform media sosial seperti X (Twitter), YouTube, TikTok, dan portal berita online. Beberapa 

penelitian juga menggunakan pendekatan digital ethnography untuk mengamati pola interaksi 

pengguna dan pembentukan opini publik di ruang digital (Cocq & Liliequist, 2024). Literatur 

lain menunjukkan bahwa media sosial menjadi arena utama reproduksi identitas keagamaan 

dan kontestasi ideologis melalui penggunaan hashtag, meme, video pendek, dan narasi viral 

yang berkaitan dengan syariah (Zaid et al., 2022). Dalam publikasi internasional, kajian 

Islamophobia digital memperlihatkan bahwa representasi negatif terhadap Islam dan syariah 

meningkat seiring berkembangnya populisme digital dan politik identitas berbasis media sosial 

(BÖYÜK, 2024; Tamamiyah, 2025). Data literatur menunjukkan bahwa sebagian besar 

penelitian menempatkan media digital sebagai faktor penting dalam pembentukan stereotipe 

sosial terhadap simbol dan institusi Islam. 

Bentuk-Bentuk Mispersepsi terhadap Hukum Islam 

Sintesis tematik terhadap literatur dan data media digital menunjukkan adanya empat 

bentuk utama mispersepsi terhadap hukum Islam dalam ruang publik digital Indonesia. Tema 

pertama adalah representasi syariah sebagai identik dengan kekerasan dan radikalisme. Narasi 

ini muncul dalam pemberitaan media online, video viral, serta diskursus media sosial yang 

mengasosiasikan syariah dengan hukuman fisik, ekstremisme agama, dan tindakan intoleran. 

Konten-konten digital yang menampilkan simbol syariah dalam konteks konflik dan kekerasan 

memiliki tingkat engagement tinggi sehingga lebih mudah menyebar dalam algoritma media 

sosial (Stray et al., 2023). Tema kedua adalah persepsi bahwa syariah bertentangan dengan 

demokrasi dan pluralisme. Dalam berbagai diskursus digital, hukum Islam sering 

direpresentasikan sebagai ancaman terhadap nilai demokrasi, kebebasan sipil, dan 

keberagaman sosial (Fuad et al., 2022). Tema ketiga berkaitan dengan anggapan bahwa hukum 

Islam mengekang perempuan dan membatasi hak-hak gender. Literatur yang direview 
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menunjukkan bahwa media digital cenderung menonjolkan isu pakaian perempuan, poligami, 

dan pembatasan sosial tertentu sebagai representasi utama syariah (Nurchasanah & Basit, 

2025). Tema keempat adalah representasi syariah sebagai sistem yang tidak kompatibel dengan 

modernitas dan perkembangan teknologi. Dalam berbagai komentar publik di media sosial, 

syariah sering diposisikan sebagai simbol konservatisme yang dianggap bertentangan dengan 

rasionalitas modern dan budaya digital kontemporer (Ridwan et al., 2025). 

Pola Penyebaran Stigma dalam Ruang Publik Digital 

Hasil observasi media digital memperlihatkan bahwa pola penyebaran stigma terhadap 

hukum Islam didominasi oleh mekanisme viralitas konten kontroversial dan reproduksi 

informasi tanpa konteks. Konten dengan judul provokatif, visual simbolik, dan potongan video 

pendek lebih mudah memperoleh interaksi tinggi dibandingkan penjelasan akademik atau 

diskusi substantif mengenai hukum Islam. Data observasi menunjukkan bahwa video singkat 

terkait penerapan syariah, razia moral, atau konflik berbasis agama sering mengalami 

peningkatan distribusi algoritmik melalui fitur trending, repost, dan rekomendasi otomatis 

platform digital (Yu et al., 2024). Selain itu, ditemukan pola penyebaran hoaks dan 

disinformasi keagamaan yang memperkuat stereotipe terhadap syariah, terutama melalui akun 

anonim, grup percakapan digital, dan potongan informasi yang tidak memiliki konteks utuh. 

Literatur yang dianalisis menunjukkan bahwa penyebaran informasi berbasis emosi memiliki 

peluang lebih besar untuk menjadi viral dibandingkan konten edukatif yang bersifat panjang 

dan argumentatif (Vosoughi et al., 2018). Dalam konteks Indonesia, hasil penelitian lain 

memperlihatkan bahwa isu agama termasuk salah satu tema yang paling rentan mengalami 

manipulasi informasi dan eksploitasi politik dalam media sosial (Hariyanto et al., 2024). Data 

observasi juga menunjukkan bahwa penggunaan istilah seperti “radikal”, “anti-NKRI”, 

“intoleran”, dan “anti-demokrasi” sering dilekatkan secara langsung pada diskursus syariah 

dalam komentar publik digital. 

Temuan lain menunjukkan bahwa algoritma media sosial berperan dalam memperkuat 

pembentukan echo chamber dan polarisasi opini terkait hukum Islam. Literatur yang dianalisis 

menunjukkan bahwa sistem rekomendasi algoritmik platform digital cenderung menampilkan 

konten yang sesuai dengan preferensi dan histori interaksi pengguna sehingga mempersempit 

keberagaman perspektif yang diterima masyarakat (Terren & Borge, 2021). Dalam observasi 

media sosial, ditemukan bahwa pengguna yang sering berinteraksi dengan konten anti-syariah 

cenderung menerima lebih banyak rekomendasi konten serupa, begitu pula pengguna yang 

aktif dalam narasi pro-syariah. Pola tersebut menghasilkan segmentasi ruang publik digital 

yang memperkuat polarisasi identitas berbasis agama. Selain itu, framing media online 
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terhadap isu syariah juga menunjukkan kecenderungan penggunaan diksi konflik, ancaman, 

dan kontroversi dalam judul berita untuk meningkatkan trafik pembaca (Nurrahmi, 2022). 

Literatur lain memperlihatkan bahwa algoritma media digital memiliki kecenderungan 

mengutamakan engagement dibandingkan akurasi informasi sehingga konten kontroversial 

lebih mudah memperoleh distribusi luas (Metzler & Garcia, 2024). Data hasil observasi juga 

menunjukkan bahwa narasi keagamaan yang bersifat moderat dan edukatif memiliki tingkat 

visibilitas lebih rendah dibandingkan konten polemis dan emosional. 

Polarisasi Opini dan Respons Masyarakat terhadap Narasi Syariah 

Hasil sintesis literatur menunjukkan bahwa respons masyarakat terhadap narasi syariah 

di ruang publik digital terbagi ke dalam dua kecenderungan utama, yaitu kelompok yang 

mendukung penerapan syariah sebagai bagian dari identitas keagamaan dan kelompok yang 

menolaknya karena dianggap mengancam pluralisme sosial. Dalam berbagai diskursus media 

sosial, kelompok pro-syariah umumnya menempatkan hukum Islam sebagai sistem etika dan 

moral yang relevan dengan kehidupan modern, sementara kelompok kontra lebih sering 

melihat syariah sebagai simbol konservatisme agama dan ancaman terhadap demokrasi (Nur, 

2024). Interaksi antara kedua kelompok tersebut sering berkembang menjadi debat identitas 

yang bersifat antagonistik dan emosional. Observasi terhadap komentar publik digital 

memperlihatkan penggunaan bahasa yang polaristik, termasuk labeling ideologis, delegitimasi 

kelompok lawan, dan generalisasi terhadap identitas keagamaan tertentu. Dalam beberapa 

kasus, diskursus mengenai syariah juga dikaitkan dengan dinamika politik elektoral dan 

mobilisasi identitas agama di ruang digital (Mujibuddin & Riza, 2021). Literatur yang 

dianalisis menunjukkan bahwa ruang publik digital di Indonesia mengalami peningkatan 

fragmentasi sosial akibat interaksi algoritma media, politik identitas, dan budaya komunikasi 

daring yang cenderung konfrontatif (Anjani, 2024). 

Sintesis metodologis terhadap penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan dominasi 

penggunaan pendekatan analisis wacana kritis, content analysis, dan digital ethnography dalam 

mengkaji isu agama di media digital. Sebagian besar studi menggunakan data berupa postingan 

media sosial, komentar publik, video digital, dan pemberitaan media online sebagai unit 

analisis utama. Pendekatan tersebut digunakan untuk mengidentifikasi pola representasi 

simbolik, konstruksi identitas, serta produksi narasi ideologis terkait Islam dan syariah dalam 

ruang publik digital (Hatami et al., 2025). Beberapa penelitian juga menggunakan pendekatan 

network analysis untuk melihat pola penyebaran informasi dan keterhubungan antaraktor 

digital dalam pembentukan opini publik keagamaan (Cinelli et al., 2021). Hasil pemetaan 

literatur memperlihatkan bahwa kajian mengenai hukum Islam di media digital masih 
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didominasi oleh perspektif komunikasi politik dan belum banyak mengintegrasikan 

pendekatan sosiologi hukum maupun maqaaṣid al-syarii‘ah sebagai kerangka konseptual 

analisis. Selain itu, sebagian besar penelitian lebih menitikberatkan pada isu radikalisme dan 

ujaran kebencian dibandingkan analisis spesifik terhadap konstruksi stigma syariah dalam 

konteks masyarakat digital Indonesia. 

Analisis Konstruksi Sosial dan Dekonstruksi Stigma Syariah 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa stigma terhadap hukum Islam di era media digital 

terbentuk melalui proses konstruksi sosial yang dipengaruhi oleh framing media, algoritma 

platform digital, dan polarisasi identitas dalam ruang publik Indonesia. Temuan ini secara 

langsung menjawab rumusan masalah penelitian mengenai bagaimana stigma terhadap syariah 

diproduksi, bentuk-bentuk mispersepsi yang berkembang, dan faktor-faktor yang memperkuat 

reproduksi stigma tersebut dalam ekosistem media digital. Representasi syariah sebagai identik 

dengan kekerasan, anti-demokrasi, pembatasan hak perempuan, dan simbol anti-modernitas 

menunjukkan bahwa persepsi publik terhadap hukum Islam tidak semata dibentuk oleh 

substansi normatif syariah, melainkan oleh narasi digital yang diproduksi secara terus-menerus 

melalui media sosial dan media online. Dalam konteks ini, media digital berfungsi sebagai 

arena produksi makna sosial yang tidak netral karena dipengaruhi oleh logika algoritma, 

ekonomi perhatian (attention economy), dan dinamika politik identitas. Temuan tersebut 

memperlihatkan bahwa viralitas konten emosional dan kontroversial memiliki posisi dominan 

dalam membentuk opini publik dibandingkan penjelasan substantif mengenai hukum Islam 

(Ikhwan & Jamal, 2021). Dengan demikian, stigma terhadap syariah tidak dapat dipahami 

hanya sebagai persoalan teologis atau hukum, tetapi juga sebagai fenomena komunikasi digital 

yang berkaitan dengan relasi kuasa, distribusi informasi, dan produksi simbol dalam ruang 

publik virtual. 

Dalam perspektif teori konstruksi sosial, temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa 

realitas mengenai hukum Islam dibentuk melalui proses representasi simbolik yang diproduksi 

media dan diinternalisasi masyarakat sebagai kebenaran sosial. Teori framing media 

menjelaskan bahwa pemilihan diksi, visual, dan konteks tertentu dalam pemberitaan dapat 

memengaruhi cara publik memahami suatu isu. Dalam kasus syariah, framing media digital 

cenderung menonjolkan aspek konflik, kontroversi, dan ancaman sehingga membentuk 

persepsi negatif terhadap hukum Islam di ruang publik (Amril & Sazali, 2025). Fenomena ini 

diperkuat oleh mekanisme algoritmik media sosial yang bekerja berdasarkan intensitas 

interaksi dan preferensi pengguna. Akibatnya, konten yang bersifat provokatif dan emosional 

lebih mudah memperoleh distribusi luas dibandingkan narasi akademik atau moderat. Dalam 
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kerangka teori echo chamber, kondisi tersebut menyebabkan pengguna media sosial lebih 

sering terekspos pada informasi yang mengonfirmasi keyakinan mereka sendiri sehingga 

mempersempit ruang dialog dan memperkuat stereotipe sosial (Terren & Borge, 2021). Dari 

perspektif sosiologi hukum, temuan ini menunjukkan bahwa hukum Islam mengalami 

transformasi makna ketika masuk ke dalam ruang publik digital. Syariah tidak lagi dipahami 

secara utuh sebagai sistem etika dan kemaslahatan, tetapi direduksi menjadi simbol ideologis 

yang dipertentangkan dalam arena politik dan media digital. Oleh karena itu, pendekatan 

maqāṣid al-syarī‘ah menjadi relevan untuk menunjukkan bahwa hukum Islam secara substantif 

berorientasi pada perlindungan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan sosial, dan kesejahteraan 

publik (Zuhdi & Nasir, 2024). 

Temuan penelitian ini memiliki keterkaitan dengan berbagai studi terdahulu yang 

membahas Islamophobia digital, polarisasi media sosial, dan konstruksi identitas keagamaan 

di ruang digital. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa media sosial sering menjadi ruang 

reproduksi stereotipe terhadap Islam melalui penyebaran ujaran kebencian, hoaks, dan 

generalisasi terhadap kelompok Muslim tertentu (Ibrohim & Budi, 2023). Hasil penelitian ini 

memperkuat temuan tersebut dengan menunjukkan bahwa stigma tidak hanya diarahkan pada 

identitas Muslim secara umum, tetapi juga secara spesifik terhadap konsep hukum Islam dan 

syariah. Di sisi lain, penelitian ini juga menemukan bahwa stigma terhadap syariah di Indonesia 

memiliki karakteristik khas yang dipengaruhi oleh konteks politik domestik, terutama 

dinamika politik identitas pasca kontestasi elektoral nasional. Temuan ini sejalan dengan studi 

mengenai populisme Islam dan demokrasi digital di Indonesia yang menunjukkan bahwa 

agama sering digunakan sebagai instrumen mobilisasi politik melalui media sosial (Insani et 

al., 2024). Namun demikian, penelitian ini berbeda dari studi sebelumnya karena tidak hanya 

memfokuskan perhatian pada konflik politik atau ujaran kebencian, melainkan juga pada 

proses dekonstruksi mispersepsi terhadap syariah melalui pendekatan hukum Islam 

kontemporer. Selain itu, beberapa penelitian terdahulu cenderung menempatkan syariah 

sebagai objek kontroversi normatif, sedangkan artikel ini menunjukkan bahwa sebagian besar 

stigma terhadap hukum Islam justru lahir dari simplifikasi media dan rendahnya literasi digital 

masyarakat (Custovic, 2025). 

Kontribusi ilmiah utama artikel ini terletak pada integrasi antara studi media digital, 

sosiologi hukum, dan perspektif maqaaṣid al-syarii‘ah dalam menjelaskan konstruksi stigma 

terhadap hukum Islam di ruang publik digital Indonesia. Artikel ini memperluas kajian 

komunikasi digital dengan menunjukkan bahwa algoritma media sosial tidak hanya berfungsi 

sebagai instrumen distribusi informasi, tetapi juga sebagai mekanisme produksi dan reproduksi 



 

 

e-ISSN: 2987-8632; p-ISSN: 2987-8624; Hal. 301-322 

 

 

stigma sosial terhadap simbol keagamaan. Dalam konteks hukum Islam, penelitian ini 

memberikan kontribusi konseptual dengan menempatkan syariah sebagai sistem nilai yang 

mengalami reinterpretasi dan simplifikasi dalam ruang digital modern. Pendekatan tersebut 

memberikan perspektif baru terhadap studi hukum Islam yang selama ini lebih banyak berfokus 

pada aspek normatif atau legal-formal. Selain itu, artikel ini juga memberikan kontribusi 

praktis terhadap pengembangan literasi digital keagamaan dengan menunjukkan pentingnya 

pemahaman kritis terhadap framing media dan algoritma digital dalam membentuk persepsi 

publik. Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa peningkatan literasi digital masyarakat 

menjadi faktor penting dalam mengurangi penyebaran misinformasi dan stereotipe terhadap 

hukum Islam. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan studi 

interdisipliner mengenai hubungan antara agama, media digital, dan konstruksi sosial di era 

masyarakat informasi. 

Meskipun penelitian ini berhasil menunjukkan pola konstruksi stigma terhadap hukum 

Islam di media digital, terdapat beberapa keterbatasan yang perlu diakui secara proporsional. 

Pertama, penelitian ini menggunakan pendekatan kajian literatur dan observasi media digital 

sehingga tidak melibatkan wawancara langsung atau survei terhadap pengguna media sosial. 

Kondisi tersebut menyebabkan penelitian lebih berfokus pada analisis representasi dan narasi 

dibandingkan pengalaman subjektif individu dalam memahami syariah. Kedua, observasi 

media digital dilakukan pada platform tertentu dengan keterbatasan akses terhadap data 

algoritmik internal sehingga penelitian tidak dapat mengukur secara kuantitatif tingkat 

distribusi atau pengaruh algoritma terhadap persepsi pengguna. Ketiga, dinamika media digital 

yang sangat cepat menyebabkan perubahan narasi dan tren komunikasi berlangsung secara 

terus-menerus sehingga hasil penelitian ini bersifat kontekstual sesuai periode observasi yang 

dilakukan (Müller & Friemel, 2024). Selain itu, penggunaan literatur yang berasal dari jurnal 

lima tahun terakhir menyebabkan beberapa kajian klasik mengenai teori stigma dan konstruksi 

sosial tidak dibahas secara mendalam karena fokus penelitian diarahkan pada perkembangan 

kontemporer media digital dan hukum Islam. Keterbatasan lainnya berkaitan dengan dominasi 

sumber digital berbasis teks dan visual publik sehingga interaksi tertutup dalam grup privat 

atau aplikasi pesan instan tidak sepenuhnya terjangkau dalam penelitian ini. 

Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa upaya mengurangi stigma terhadap hukum 

Islam di era digital memerlukan pendekatan multidimensional yang melibatkan aspek 

pendidikan, media, kebijakan digital, dan penguatan moderasi beragama. Dalam konteks 

praktis, peningkatan literasi digital keagamaan menjadi kebutuhan mendesak agar masyarakat 

mampu membedakan antara representasi media yang bersifat simplistis dengan substansi 
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hukum Islam yang lebih kompleks dan kontekstual. Institusi pendidikan, akademisi, dan tokoh 

agama memiliki peran penting dalam memproduksi narasi keagamaan yang inklusif, 

argumentatif, dan mudah diakses di ruang digital  (Ulyan, 2023). Selain itu, platform media 

sosial perlu memperkuat mekanisme moderasi terhadap penyebaran hoaks dan ujaran 

kebencian berbasis agama tanpa menghilangkan ruang kebebasan berekspresi secara 

demokratis. Dalam konteks kebijakan publik, pemerintah dan lembaga terkait dapat 

mengembangkan program literasi media yang tidak hanya berorientasi pada kemampuan teknis 

penggunaan media digital, tetapi juga pada penguatan kemampuan kritis masyarakat dalam 

memahami isu agama di ruang publik virtual (Tumanggor & Sazali, 2025). Untuk penelitian 

lanjutan, kajian mengenai hukum Islam dan media digital dapat dikembangkan melalui 

pendekatan kuantitatif berbasis big data analytics, analisis jaringan media sosial, atau studi 

etnografi digital yang lebih mendalam terhadap perilaku pengguna dan dinamika komunitas 

daring. Penelitian lanjutan juga dapat mengeksplorasi perbandingan representasi syariah di 

berbagai negara Muslim maupun non-Muslim untuk melihat pengaruh konteks politik dan 

budaya terhadap pembentukan stigma terhadap hukum Islam di ruang digital global. 

 

5. KESIMPULAN DAN SARAN 

Penelitian ini menunjukkan bahwa perkembangan media digital telah mengubah cara 

masyarakat memahami dan memaknai hukum Islam dalam ruang publik Indonesia. Syariah 

tidak lagi dipahami hanya sebagai sistem norma keagamaan, tetapi juga menjadi objek 

konstruksi sosial yang dipengaruhi oleh framing media, algoritma platform digital, dan 

dinamika politik identitas. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa berbagai bentuk 

mispersepsi terhadap hukum Islam muncul melalui representasi yang mengaitkan syariah 

dengan kekerasan, intoleransi, anti-demokrasi, pembatasan hak perempuan, serta penolakan 

terhadap modernitas. Representasi tersebut berkembang secara masif melalui media sosial dan 

media online yang cenderung mengutamakan konten emosional, kontroversial, dan viral 

dibandingkan penjelasan substantif mengenai hukum Islam. 

Penelitian ini juga menemukan bahwa algoritma media sosial, budaya echo chamber, 

dan rendahnya literasi digital keagamaan masyarakat menjadi faktor penting yang memperkuat 

reproduksi stigma terhadap hukum Islam di ruang digital. Dalam kondisi tersebut, masyarakat 

lebih mudah terpapar pada informasi yang bersifat parsial dan provokatif sehingga 

mempersempit ruang dialog yang objektif mengenai syariah. Padahal, secara substantif hukum 

Islam memiliki orientasi pada nilai-nilai kemaslahatan, keadilan sosial, dan perlindungan hak-

hak dasar manusia. Oleh karena itu, dekonstruksi stigma terhadap hukum Islam memerlukan 
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pendekatan yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga komunikatif, edukatif, dan 

kontekstual sesuai dengan dinamika masyarakat digital kontemporer. 

Berdasarkan hasil penelitian ini, diperlukan upaya yang lebih serius dalam 

meningkatkan literasi digital keagamaan masyarakat agar publik mampu memahami informasi 

keagamaan secara kritis dan tidak mudah terpengaruh oleh narasi provokatif maupun 

disinformasi digital. Institusi pendidikan, akademisi, tokoh agama, dan organisasi masyarakat 

perlu berperan aktif dalam memproduksi konten keagamaan yang moderat, argumentatif, dan 

mudah dipahami oleh masyarakat digital, khususnya generasi muda yang menjadi pengguna 

utama media sosial.  

Selain itu, media massa dan platform digital juga diharapkan dapat lebih bertanggung 

jawab dalam menyajikan isu-isu terkait hukum Islam dengan pendekatan yang proporsional, 

tidak sensasional, dan tidak memperkuat stereotipe sosial terhadap syariah. Pemerintah dan 

lembaga terkait perlu memperkuat kebijakan literasi media serta pengawasan terhadap 

penyebaran hoaks dan ujaran kebencian berbasis agama di ruang digital tanpa mengurangi 

prinsip kebebasan berekspresi secara demokratis. 

Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan pendekatan empiris yang lebih 

luas, seperti survei kuantitatif, analisis big data media sosial, atau etnografi digital, guna 

memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai pola pembentukan opini publik 

terhadap hukum Islam di berbagai platform digital. Kajian komparatif antarnegara maupun 

antarplatform media sosial juga penting dilakukan untuk melihat bagaimana konteks budaya, 

politik, dan teknologi memengaruhi konstruksi stigma terhadap syariah dalam masyarakat 

digital global. 
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